
 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 66                                     TAHUN 2022 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR       66     TAHUN 2022  

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat 

fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai dengan salah 

satu area perubahan dalam reformasi birokrasi, perlu 

adanya Peta Proses Bisnis sebagai panduan bagi 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi dalam mengidentifikasi, menyusun, 

mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta 

mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan; 

  b.  bahwa Peta Proses Bisnis dimanfaatkan untuk melihat 

potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu 

proses sehingga  solusi penyempurnaan proses lebih 

terarah, dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan 

sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan 

mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Peta 

Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 20l8 

tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 

  

 

 



 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 

untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian 

organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 

bagi pemangku kepentingan. 

6. Supplier adalah unit kerja yang menyediakan input untuk 

suatu proses. 

7. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu 

proses. 

8. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input 

menjadi output. 

9. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses. 

10. Customer adalah unit kerja yang menerima output dari proses. 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Perangkat Daerah dalam penyusunan Peta Proses Bisnis guna 

melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar setiap Perangkat Daerah 

dalam penyusunan Peta Proses Bisnis: 

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; 

b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal 

maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan 

untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan 

c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan 

mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis 

yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.  

Pasal 4 

Aset pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 

menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait 

pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta 

penilaian kinerja. 



 

Pasal 5 

Prinsip penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu: 

a. definitif, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki 

batasan, masukan, serta keluaran yang jelas; 

b. urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas 

aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang; 

c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir 

menerima hasil dari proses lintas unit organisasi; 

d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses 

harus memberikan nilai tambah pada penerima; 

e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, 

melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi; 

f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama 

beberapa fungsi dalam suatu organisasi; 

g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas 

organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara 

sederhana; dan 

h. konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit 

organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah. 

Pasal 6 

Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu: 

a. mudah menganalisa potensi masalah yang ada dalam 

pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan 

proses lebih terarah; dan  

b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga 

memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan 

kualitas pelaksanaan pekerjaan. 

Pasal 7 

Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi seluruh 

kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

BAB II 

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 8 

Peta Proses Bisnis terdiri atas: 

a. Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah; dan 

b. Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah. 

 

 



 

Pasal 9 

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 

(tiga) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ditetapkan. 

Pasal 10 

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berpedoman 

pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

(2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 

(tiga) bulan setelah Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan. 

Pasal 11 

(1) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang sudah disusun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan verifikasi 

oleh Tim Verifikasi. 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

kurang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi 

perencanaan, pengawasan, unit kerja yang membidangi 

hukum, organisasi dan tata laksana. 

(3) Unsur keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 12 

Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 dan Pasal 11 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan organisasi dan tatalaksana. 

Bagian Kedua 

Tahapan  

Pasal 13 

(1) Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis terdiri dari: 

a. persiapan dan perencanaan; 

b. pengembangan; 

c. penerapan/implementasi; dan 

d. pemantauan dan evaluasi. 

(2) Penjabaran  lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan Peta 

Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 



 

BAB III 

PENETAPAN DAN PERUBAHAN 

Bagian Kesatu 

Penetapan 

Pasal 14 

(1) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

(2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 

Perubahan 

Pasal 15 

Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan apabila: 

a. terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, 

misi,dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan 

perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja di 

lingkungan Perangkat Daerah; 

b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun 

dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik; 

c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 

d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit 

kerja; dan/atau 

e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi 

Peta Proses Bisnis. 

BAB IV 

 PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 16 

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Proses Bisnis di 

Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan 

kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

  



 

BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua 

ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi             

Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2019 Nomor 55), dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 18 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 

Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal  6 Juli 2022 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

         ttd     

 

H. ZULKIEFLIMANSYAH 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 6 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                            ttd 

  

              H. LALU GITA ARIADI  

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 66 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

    H. RUSLAN ABDUL GANI 

 NIP. 19651231 199303 1 135 

 

  

 

 


